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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah  menurut UU Nomor 23 

Tahun 2014 adalah rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD),Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ).RPJMD merupakan 

penjabaran dari Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Keuangan 

Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif 

untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yang disusun dengan berpedoman 

pada RPJPD dan RPJMN dan Rencana Strategis Perangkat Daerah ( 

Renstra PD ) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja 

PD ). 

  Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka 

Pemerintah Daerah Kabupten Cilacap menyusun Dokumen Perencanaan 

pembangunan Daerah  ( RPJMD ) Tahun 2018- 2022 sebagai penjabaran 

Visi dan Misi Bupati / Wakil Bupati Terpilih. Sebagai tindak lanjut dari 

Peraturan Perundangan tersebut Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

Kabupaten Cilacap menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran 

RPJMD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi SKPD. 

  Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap 

merupakan dokumen perencanaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

Kabupaten Cilacap untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas 

Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap memuat tujuan, 

sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka 

pelaksanaan dengan tugas dan fungsi setiap Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Kabupaten Cilacap, yang disusun berpedoman kepada 

RPJMD Kabupaten Cilacap dan bersifat indikatif. Renstra Dinas 

Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap memuat gambaran 

keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas akan 

dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun ke depan (tahun 2017 

sampai dengan tahun 2022). Renstra tersebut juga memuat pula 

Lampiran: Peraturan Bupati Cilacap 

Nomor : 111 TAHUN 2018 

Tanggal : 8 Juni 2018 

Tentang : Rencana Strategis Dinas 

Kearsipan dan Perpustakaan 

Kabupaten Cilacap Tahun 

2017 - 2022 
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sasaran kegiatan berupa indikator output/outcome kegiatan sebagai 

upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Cilacap sesuai tugas dan fungsi 

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap. Selain itu, 

Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan instrumen 

untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas 

Kearsipan dan Perpustakaan untuk periode 5 (lima) tahun. 

 

 

Gambar 1.1. Diagram Alur Perencanaan 

 

Penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten 

Cilacap mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Kabupaten Cilacap sesuai dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Cilacap Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
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Cilacap, RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2012-2017, dan 

memperhatikan Renstra Lembaga Perpustakaan Nasional dan Lembaga 

Arsip Nasional tahun 2015-2019, Renstra Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022.  

 

Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap menjadi 

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Kabupaten Cilacap yang disusun setiap tahun selama 

kurun waktu tahun 2017-2022. Selain itu Renstra Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Kabupaten Cilacap menjadi acuan dalam pengendalian 

dan evaluasi pembangunan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

Kabupaten Cilacap, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas 

Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap.  

Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap Tahun 

2017–2022 mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen 

perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a) Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Daerah  (RPJPD)  

Kabupaten  Cilacap tahun 2005-2025 merupakan dokumen 

perencanaan untuk periode 20 (dua  puluh) tahun dan periode Renstra 

ini merupakan segmen pertengahan  dari periode  RPJPD  tersebut. 

RPJPD Kabupaten Cilacap merupakan pedoman dalam penyusunan 

RPJMD Kabupaten Cilacap, sementara RPJMD Kabupaten Cilacap 

tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Kearsipan 

dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap. 

b) RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017–2022 sebagai dokumen 

perencanaan untuk periode lima tahun, merupakan pedoman dalam 

penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten 

Cilacap Tahun 2017–2022. Selanjutnya Renstra Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Kabupaten Cilacap ditetapkan setelah disesuaikan dengan 

RPJMD Kabupaten Cilacap. 

c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap 

merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Cilacap untuk periode 

satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Cilacap. 

RKPD Kabupaten Cilacap menjadi acuan dalam penyusunan Rencana 
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Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan berpedoman pada Renstra PD. 

Selanjutnya RKPD Kabupaten Cilacap menjadi pedoman dalam 

penyusunan RAPBD Kabupaten Cilacap. 

d) Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap 

sebagai dokumen perencanaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

Kabupaten Cilacap untuk periode satu tahun, merupakan penjabaran 

dari Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Oleh karena itu 

penyusunannya berpedoman pada Renstra Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Kabupaten Cilacap dan mengacu pada RKPD Kabupaten 

Cilacap. 

 

1.2 Landasan Hukum 

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Kabupaten Cilacap adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421);  

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  

7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan  
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8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

152,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234);  

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4575);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);  
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4833);  

18. Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2012 tentang 

pelaksanaan Undang-Undang No 43 Tahun 2009 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123); 

20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);  

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 

28);  

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 65);  

24. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025); 
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 – 2031 

(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap 

(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 96; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 tahun 2018 tentang 

RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2017 – 2022; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 310);  

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

31. Peraturan Bupati No 101 tahun 2016 tentang Peraturan Bupati 

bersifat teknis sesuai urusan yang diampu oleh perangkat 

daerah.Kedudukan ,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta tata 

kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap. 

32. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2018 Tentang 

Pengesahan Renstra SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

Kabupaten Cilacap. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan  sebagai pedoman bagi 

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap dalam 

menjabarkan arah kebijakan yang akan dilaksanakan secara bertahap 

pada setiap tahunnya selama kurun waktu  tahun 2017-2022 yang 
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mencakup gambaran kinerja permasalahan ,isu strategis tujuan 

,sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah 

sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022 

sesuai dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah.  

Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap 

yaitu: 

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program 

dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2017-2022 

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam 

mendukung Visi dan Misi Bupati Cilacap. 

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan 

perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2017-2022 dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan 

pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah. 

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah 

dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang 

merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam 

kurun waktu tahun 2017-2022. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Rencana strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten 

Cilacap disusun dengan menggunakan Sistematika sebagai berikut : 

Bab I  Pendahuluan 

Menjelaskan  latar belakang, landasan hukum, maksud dan 

tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat 

daerah tahun 2017-2022. 

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 

Gambaran ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur 

organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, 

kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan 

peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah. 

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah 

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan 

tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra 

Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah 

Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan 
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Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-

isu Strategis. 

Bab IV Tujuan dan Sasaran 

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah 

perangkat daerah, strategi dan kebijakan perangkat daerah.  

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan 

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan yang diambil 

perangkat daerah dalam mencapai target indikator kinerja yang 

ditentukan pada awal periode renstra.  

Bab VI  Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan  

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok 

Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah tahun 2017-

2022. 

Bab VII  Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 

Bab ini memuat indikator kinerja perangkat daerah yang secara 

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas 

Kearsipan dan Perpustakaan pada tahun 2017-2022 sebagai 

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran 

RPJMD. 

Bab VII Penutup 

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan 

Renstra perangkat daerah 
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BAB II  

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Pembentukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan 

konsekuensi dari terbitnya  Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap 

Nomor 09 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 101 Tentang Struktur 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan. Pembentukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

Kabupaten Cilacap dalam rangka pendelegasian pelaksanaan 

kewenangan  urusan pemerintahan bidang kearsipan dan 

perpustakaan     yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan  yang  ditugaskan  kepada daerah. 

 

2.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Cilacap Nomor 9 Tahun 2016. Tentang Pembentukan Dan Susunan 

Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 101 tahun 

2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah. 

Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat,terdiri dari : 

c. Sub Bagian Perencanaan,Keuangan dan Aset 

d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

e. Bidang Kearsipan,terdiri dari 

f. Seksi pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis 

g. Seksi Pembinaan Kearsipan 

h. Seksi Pelayanan,dan pemanfaatan Kearsipan. 

i. Bidang Perpustakaan,terdiri dari : 

j. Seksi Pengadaan,Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan 

k. Seksi Pelayanan,Informasi dan Promosi Perpustakaan 

l. Seksi Pembinaan,Pengembangan dan Pembudayaan Minat Baca 

m. Kelompok Jabatan Fungsional 
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Gambar 2.1 

 

Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 
 

2.1.2. Uraian Tugas  

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan 

Perangkat Daerah melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan 

urusan wajib ukan pelayanan dasar di bidang Kearsipan dan 

Perpustakaan.  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di 

atas perangkat daerah menyelenggarakan fungsi  : 

a. Perumusan Kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan 

b. Pelaksanaan Koordinasi kebijakan dibidang kearsipan dan 

perpustakaan. 

c. Pelaksanaan kebijakan dibidang kearsipan dan perpustakaan 

d. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang kearsipan dan 

perpustakaan 

e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas dan 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan,terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan 

Bupati Cilacap Nomor 101 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, 

tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas  mempunyai tugas  merumuskan dan menetapkan 

program kerja dinas berdasarkan Rencana Pembangunan jangka 

menengah Daerah ( RPJMD ) sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

tugas. Merumuskan kebijakan di bidang kearsipan dan 

KEPALA DINAS

KABID KEARSIPAN

Kasi Pengeolaan Arsip  
Dinamis dan Statis 

Kasi Pembinaan 
Kearsipan

Kasi Pelayanan 
pemenfaatan Kearsipan

KABID PERPUSTAKAAN

Kasi Pengadaan, 
Pengolahan dan 

Pelestarian Bahan 
Pustaka

Kasi Pelayanan Informasi 
dan Promosi 
Perpustakaan

Kasi Pembinaan 
Pengembangan dan 

Pembudayaan Minat 
Baca

SEKRETARIS DINAS

KASUBBAG UMUM
KASUBBAG

PERENCANAAN,
KEUANGAN

JABATAN FUNGSIONAL
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perpustakaan berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai dasar 

pelaksanaan kegiatan, mengoordinasikan kebijakan di bidang 

kearsipan dan perpustakaan dengan lembaga perangkat daerah 

terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun 

lembaga diluar kedinasan, mendistribusikan tugas dan 

mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi 

dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis, 

menyelenggarakan kebijakan di bidang kearsipan dan 

perpustakaan, menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan dinas 

dengan mengarahkan perencanaan/perumusan program dan 

pelaporan, pengelolaan keuangan dan aset, dan urusan umum 

dan kepegawaian,  menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan 

untuk memacu prestasi kerja, menyampaikan saran dan masukan 

kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan, melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud 

pertanggungjawaban serta melaksanakan tugas kedinasan lain 

atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 

b. Sekretariat mempunyai tugas di bidang perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan pengordinasian, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan meliputi Perencanaan, Pembinaan, ketatausahaan, 

keuangan dan asset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, 

dokumentasi, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan 

dan keprotokolan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di 

lingkungan dinas. 

c. Bidang Kearsipan mempunyai tugas dalam perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi 

serta pelaporan meliputi pengelolaan arsip dinamis aktif dan arsip 

statis, pembinaan kearsipan serta pelayanan kearsipan. 

d. Bidang Perpustakaan mempunyai tugas  perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi 

serta pelaporan meliputi pengadaan, pengolahan dan pelestarian 

bahan perpustakaan, pelayanan, informasi dan promosi 

perpustakaan, pembinaan ,penngembangan dan pembudayaan 

minat baca. 
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2.1. Sumber Daya Perangkat Daerah  

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki 

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup 

sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih 

operasional. 

 

2.2.1.Sumberdaya Manusia (Pegawai) 

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi 

terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good 

governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan 

hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, 

efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang 

efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan 

pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah 

satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di 

masa yang akan datang.  Sumberdaya aparatur pemerintah 

menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga 

menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Jumlah 

personil yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  Kabupaten 

Cilacap keadaan Tahun 2017 adalah  43  orang.  

 

Tabel 2.1 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

di Perangkat Daerah Tahun 2017 

 

No 
Tingkat 

Pendidikan 

Kategori Jumlah 

PNS Non PNS  

  L P L P  

1 SD 1 0 1 0 2 

2 SMP Sederajat 0 0 0 0 0 

3 SMA Sederajat 2 5 6 3 13 

4 D3 1 3 0 0 4 

5 S1 5 10 1 1 17 

6 S2 4 3 0 0 7 

7 S3 0 0 0 0 0 
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Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat 

pendidikannya, meskipun pendidikan tidak menjadi salah satu 

tolak ukur keberhasilan pegawai dalam melaksanakan tugasnya.  

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, tingkat 

pendidikan karyawan Kapasitas dan kapabilitas karyawan 

berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya.  Berdasarkan data 

yang ditampilkan pada Tabel 2.1, tingkat pendidikan karyawan 

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap yang paling 

banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 17 orang (39%). Tingkat 

pendidikan bagian terbesar dari karyawan Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Kabupaten Cilacap yang relatif tinggi ini merupakan 

modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Dinas 

Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap secara umum. 

Jumlah karyawan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten 

Cilacap yang menamatkan pendidikan S-2 cukup besar, tercatat 

sebanyak 7 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 

16 % dari seluruh karyawan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

Kabupaten Cilacap, tentu ini menjadi modal dasar yang besar 

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Kabupaten Cilacap sebagai lembaga perencana 

secara optimal.  

Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi 

isu strategis di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten 

Cilacap adalah mengenai kualitas dan kuantitas pejabat 

fungsional umum / pelaksanan administrasi. Kondisi saat ini 

menunjukkan bahwa rasio antara pejabat struktural dengan 

pelaksana administrasi adalah sangat rendah, kekurangan 

personil staf administrasi menjadi masalah intern yang perlu 

mendapatkan perhatian. 

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Kabupaten Cilacap terbanyak adalah pegawai 

Golongan III (55%). Secara lengkap komposisi pegawai Dinas 

Kearsipan dan Perpustakaan berdasarkan golongan dapat dilihat 

pada Tabel 2.2. Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat 

dengan tingkat pendidikannya.   
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Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan  

di Perangkat Daerah Tahun 2017 

 

No Golongan 
Jumlah 

L P 

1 Golongan I 1 0 

2 Golongan II 1 4 

3 Golongan III 8 11 

4 Golongan IV 4 5 

 

Kondisi pegawai yang ada lebih didominasi oleh Golongan III, 

sedangkan Golongan II dan Golongan I yang dapat membantu 

kelancaran pelaksanaan tugas sangat kurang. Akibatnya pegawai 

Golongan III harus melakukan tugas-tugas yang seharusnya 

menjadi tugas Golongan I dan II. Selain itu, karena keterbatasan 

pegawai maka dipekerjakan pegawai honorer (non PNS) untuk 

membantu kelancaran pelaksanaan tugas. 

 

2.2.2.Sarana dan Prasarana (Asset) 

Dalam pelaksanaan Tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

Kabupaten Cilacap di dukung oleh sarana dan Prasarana sbb : 

 

Tabel 2.3 

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi  

di Perangkat Daerah Tahun 2017 

 

No  
Kondisi Jumlah 

Baik Rusak  

1 Telepon 2  2 

2 Komputer 12  12 

3 Lap Top 15  15 

4 Printer 19  19 

5 Scaner 2  2 

6 UPS 1  1 

7 Peralatan Personal 14  14 
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Komputer 

8 Speaker active 1  1 

10 
Peralatan jaringan 

lain 
1  1 

11 Fax 2  2 

12 AC 24  24 

13 Kendaraan Roda 2 5  5 

14 Kendaraan Roda 4 6  6 

15 Meja 33  33 

16 Kursi 50  50 

17 Sofa 4  4 

18 Sound System 2  2 

19 
Proyektor+ 

Attachment 
8  8 

20 
Computer Disk 

Player 
1  1 

21 Intercom Unit 3  3 

22 Dinding Sekat Besi  50  50 

23 Amplifier 2  2 

24 Loudspeaker 3  3 

25 TV 6  6 

26 
Alat Pemadam 

Portable 
5  5 

27 
Lemari Buku 

Perpustakaan 
12  12 

28 Bangunan Gedung 4  4 

29 Jam Mekanis 2  2 

30 Kompor Gas 3  3 

31 Tabung Gas 3  3 

32 Dispenser 1  1 

33 Tustel 4  4 

34 
Alat Peraga 

Ketrampilan 
28  28 

35 CCTV 1  1 

36 Bahan Pustaka 58224  58224 
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Sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah 

dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas mapun peralatan 

penunjang pekerjaan (komputer, printer, scanner, dll) dengan 

anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai. 

Permasalahan pada asset, sarana dan prasarana di Dinas 

Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap  berkaitan 

dengan kapasitas gedung yang tidak berimbang dengan jumlah 

personil. Selain itu, ruang rapat yang ada juga sudah tidak 

memadai karena digabungkan dengan ruangan audio visual arsip 

serta lahan parkir yang terbatas. Pada Tahun Anggaran 2016 telah 

dilakukan pembangunan ruang rapat sekaligus berfungsi untuk 

ruangan audio visual arsip. Sedangkan untuk rehab gedung 

kantor, akan dilakukan pada tahun berikutnya. Permasalahan 

dalam pengelolaan barang berkaitan dengan  minimnya anggaran 

pemeliaraan rutin peralatan gedung kantor. 

 

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  

Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan 

dengan pengukuran indikator kinerja terhadap program dan kegiatan. 

Pengukuran indikator kinerja tersebut digunakan untuk melihat 

keberhasilan pencapaian sasaran berdasarkan rencana kinerja 

tahunan yang ditetapkan dapat  terukur dengan jelas. Berdasarkan 

pengukuran dimaksud akan diketahui tingkat pencapaian kinerja. 

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel 2.4 

dengan format sebagai berikut: 
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Tabel 2.4 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  

Kabupaten Cilacap Tahun 2013-2017 

 

No Indikator Kinerja  
Target 

SPM 

Target 

IKK 

Target 

Indikator 

Lainnya 

Target Renstra Perangkat 

Daerah Tahun 2012-2016 
Realisasi Capaian Tahun ke- 

Rasio Capaian pada Tahun 

ke- 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Rasio pengunjung 

perpustakaan per tahun per 

satuan penduduk 

   2,43 2,46 2,48 2,49 2,50 2,3 2,35 2,41 2,45 2,50 95% 96% 97% 98% 100% 

2 Koleksi buku yang tersedia 

diperpustakaan  daerah 

   0,40 0,45 0,50 0,54 0,55 0,40 0,45 0,53 0,54 0,55 100% 100% 100% 100% 100% 

3 Rasio perpustakaan per 

satuan penduduk 

   0,60 0,59 0,58 0,57 0,56 0,60 0,59 0,58 0,57 0,55 95% 100% 96% 96% 98% 

6 Jumlah pustakawan, tenaga 

teknis, dan penilai yang 

memiliki sertifikat 

   6 7 8 9 10 4 4 4 4 4 67% 57% 50% 44% 40% 

7 Prosentase perangkat daerah 

yang mengelola arsip secara 

baku 

   55 60 64 68 72 55 60 64 68 72 100% 100% 100% 100% 100% 

8 Prosentase peningkatan  

SDM pengelola kearsipan 

   55 60 64 68 72 55 60 64 68 72 100% 100% 100% 100% 100% 

angan: Isian tabel diatas ambil dari excell sheet Bab II Tabel 2.4
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Berdasarkan tabel 2.4 tidak terdapat indikator yang realisasinya 

tidak mencapai 100%. Ketidaktercapaian tersebut dikarenakan adanya 

pola perencanaan,  penganggaran dan konsep kegiatan yang kurang 

matang dan cenderung tidak fokus terhadap sasaran kegiatan. Situasi 

perubahan lingkungan yang  tidak pasti menjadi tantangan bagi 

eksistensi organisasi sehingga organisasi harus melakukan penyesuaian   

walaupun tidak selaras dengan kondisi dan situasi yang terdapat di 

internal organisasi. Salah satu dari ketidakpastian perubahan lingkungan 

tersebut adalah adanya perkembangan teknologi informasi  yang 

menyajikan data dan informasi lebih cepat dibandingkan dengan koleksi 

bahan pustaka yang dimiliki organisasi sebagai pemegang tugas pokok 

dan fungsi pembudayaan minat baca masyarakat.  

Indikator lain yang belum memiliki progress tren menurun 

terdapat pada indikator ke-6 yaitu jumlah pustakawan dan tenaga teknis 

serta penilai yang memiliki sertifikat capaian sejak 5 tahun periode 

renstra  memiliki jumlah angka yang stagnan/tetap. Pengadaan pegawai 

menjadi masalah yang dihadapi ole banyak pemerintah daerah proporsi 

belanja pegawai yang tinggi dibandingkan dengan belanja barang dan jasa 

membuat pemerintah daerah memilih untuk megambil kebijakan tidak 

menambah jumlah pegawai walaupun memang sangat dibutuhkan 

sehingga berdampak pada jumlah pegawai yang cenderung memiliki tren 

menurun karena jumlah pegawai yang mengalami masa pension tidak 

dapat dihindari terjadi pada setiap tahunnya.  

Keberhasilan kinerja organisasi terlihat dari capaian indikator  

yang tinggi yaitu 100%. Indikator dengan capaian tinggi adalah indikator 

nomor urut 2, 7 dan 8. Keberhasilan ini didukung oleh berbagai faktor 

yang mempengaruhi. Komitmen organisasi merupakan keyakinan dan 

rasa kebanggaan pegawai terhadap organisasi tempat dimana pegawai 

tersebut bekerja. Komitmen organisasi para pegawai di Dinas Kearsipan 

dan Perpustakaan menjadi alat akselerasi pencapaian kinerja. Akselerasi 

pencapaian kinerja dilakukan melalui Pemanfaatan potensi yang dimiliki 

organisasi serta dengan memanfaatkan potensi diluar organisasi sehingga 

menjadi kekuatan sinergi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.  
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Tabel 2.5 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 

Kabupaten Cilacap 

 

No Program 

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan 

Anggaran Tahun ke- 

Rata-rata 

Pertumbuhan 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Anggaran Realisasi 

1 Pelayanan 

Adm 

Perkantoran 

1081657000 1098730000 1123200000 1246170000 596.825.000 950494150 959982625 967601550 1150723250 553.929.100 0.88 0.87 0.86 0.92 0,93 9% 6% 

2 Peningkatan 

sarpras 

aparatur 

1146000000 850225000 1077000000 309380000 205.000.000 1093550150 822922056 966731400 279245200 199.938.576 0.95 0.97 0.90 0.90 0,97 7% 21% 

3 Peningkatan 

disiplin 

aparatur 

25000000 0 30000000 39000000 0 25000000 0 30000000 39000000 0 1 0 1 -1 0 -0.18 -0.18 

4 Pengembangan 

minat dan 

budaya baca 

497875000 843000000 1123528500 747530000 306.700.000 469503550 753934850 949642100 708353950 293.999.500 0.94 0.89 0.85 0.95 0,95 57% 63% 

5 Penyelamatan 

dan 

pelestarian 

dokumen arsip 

332000000 549000000 274994000 55000000 250.000.000 319138200 514797850 147364100 33077000 241.970.650 0.96 0.94 0.54 0.60 0,96 13% 29% 

6 Pemeliharaan 

rutin berkala 

sarpras 

kearsipan 

25000000 32997500 36300000 25000000 0 24396500 22992800 31641650 29376300 0 0.98 0.70 0.87 1.18 0 -14% 0% 

7 Peningkatan 

kualitas 

pelayanan 

informasi 

124500000 145000000 307500000 649600000 205.000.000 116926600 128734200 254738050 593680000 192.699.750 0.94 0.89 0.83 0.91 0,94 59% 27% 
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Keterangan: Isian tabel diatas ambil dari excell sheet Bab II Tabel 2.5 

 

Tabel 2.5. menunjukkan bahwa rasio antara realisasi dengan anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

Kabupaten Cilacap pada tahun 2013 sampai tahun 2017 rata-rata mencapai 90, 70 %. Pada dasarnya semua 

kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100%, sesuai dengan target yang direncanakan, sedangkan  realisasi 

keuangan tidak terserap 100% dari target yang direncanakan. Permasalahan penyerapan anggaran yang tidak 

dapat disebabkan disebabkan adanya efisensi penggunaan dana pada beberapa kegiatan atau masih 

kurangnya kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman 

pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan 

serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan belum 

dilakukannya Analisa Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak semua 

kegiatan memiliki standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran kegiatan. 
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2.4. Tantangan dan Peluang  

2.8.1. Tantangan  

1. Masih Rendahnya Minat Baca  Masyarakat 

2. Rendahnya jumlah unit perpustakaan diseluruh Kabupaten 

Cilacap 

3. Belum optimalnya pengelolaan arsip yang baku disetiap sektor 

pemerintahan 

4. Belum terintegrasinya sistem pengelolaan arsip secara digital 

diseluruh sektor pemerintahan  

5. Wilayah kerja yang  luas 

6. Dukungan dari Pemerintah daerah belum optimal meskipun 

urgensi urusan perpustakaan dan kearsipan adalah pada 

tataran urusan wajib.  

7. Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah dalam 

pengembangan perpustakaan dan kearsipan daerah. 

8. Banyaknya tuntutan masyarakat untuk lebih terlibat dan 

mendapatkan akses terhadap perpustakaan dan kearsipan. 

2.8.2. Peluang 

1. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan 

berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam pengembangan 

perpustakaan dan kearsipan 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 

5. Pengembangan Kerjasama dengan pihak ke 3 

6. Dukungan program CSR oleh sektor swasta dan BUMN. 
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BAB III  

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS  

PERANGKAT DAERAH 

 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Perangkat Daerah 

Berdasarkan Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas Kearsipan 

dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap  maka secara umum dapat 

dijelaskan kegiatan Sekretariat dan masing-masing bidang sebagai 

berikut : 

 

a. Permasalahan terkait Sekretariatan 

Kegiatan pokok pada sekretariat adalah melaksanakan fungsi 

perencanaan, keuangan dan aset, serta berfungsi dalam 

pengelolaan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga serta 

kepegawaian. Permasalahan yang dihadapi oleh sekretariat 

adalah dalam hal pelayanan terhadap stakeholder internal yaitu 

pegawai sendiri dan stakeholder eksternal yaitu kalangan 

masyarakat umum. Indikator dari kualitas pelayanan terhadap 

stakeholder adalah nilai AKIP. Dampak dari kurang maksimalnya 

pelayanan terhadap stakeholder adalah rendahnya nilai AKIP 

(Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan nilai IKM (Indeks 

Kepuasan Masyarakat). 

b. Permasalahan terkait bidang Kearsipan  

Kewenangan urusan kearsipan  adalah dalam pengelolaan arsip 

dinamis, pengelolaan arsip statis, pengelolaan simpul jaringan 

dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat Kabupaten/kota, 

penyelamatan arsip karena terjadi bencana pencarian arsip yang 

dinyatakan hilang, pengelolaan arsip karena adanya pembubaran 

dan penyatuan dinas instansi, pemberian perijinan terkait 

dengan penggunaan arsip oleh pihak eksternal. Menindaklanjuti 

kewenangan tersebut kendala yang kami temukan belum adanya  

petugas pengelola arsip di setiap OPD, BUMD, serta perusahaan 
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swasta dan BUMN yang menyebabkan pengelolaan arsip masih 

belum maksimal.  Akumulasi arsip yang dikelola dari OPD 

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap menyebabkan 

jumlah arsip semakin banyak sedangkan kapasitas depo arsip 

yang dimiliki oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan belum 

memadai utk menampung serta belum adanya ruang  untuk 

mengolah arsip. Rendahnya kualitas  tata kelola arsip dinamis 

dan arsip statis yang dikelola secara baku /standard. Belum 

adanya desa dan SKPD yang telah tergabung dalam JIKN. 

Prosentase cakupan Jumlah arsip yang dimusnahkan masih 

rendah. Rendahnya jumlah kunjungan wisata  dan konsultasi 

arsip. 

c. Permasalahan terkait bidang perpustakaan  

Kewenangan urusan pemerintahan bidang perpustakaan adalah 

dalam pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten / 

kota, pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten / 

kota, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno milik daerah 

kabupaten / kota serta pengembangan koleksi budaya etnis 

nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten / 

kota. Permasalahan yang dihadapi pengampu urusan 

perpustakaan adalah masih kurangnya jumlah koleksi bahan 

pustaka, rendahnya rasio perpustakaan per satuan penduduk, 

belum maksimalnya realisasi pengunjung perpustakaan per 

tahun, belum adanya database koleksi naskah kuno daerah dan 

budaya etnis daerah. Selain permasalahan diatas   kendala 

sarana dan prasarana yang dimiliki perpustakaan sebagai pusat 

kajian ilmiah masyarakat adalah belum adanya ruang audio 

visual untuk menampilkan bahan pustaka yang berbentuk 

digital.  
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3.1 Tabel Pokok Masalah 

 

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah  

1 Rendahnya minat baca  Kurangnya daya tarik 

perpustakaan bagi 

masyararakat 

 Sulitnya akses masyarakat 

terhadap perpustakaan 

 Rendahnya alokasi 

anggaran untuk 

pengembangan 

perpustakaan 

 Luasnya cakupan  

wilayah pelayanan 

2 Belum maksimalnya 

pengelolaan arsip 

 Rendahnya pengetahuan 

Dinas/lembaga tentang tata 

kelola kearsipan 

 Terbatasnya Sarpras dan 

sumberdaya manusia pengelola 

arsip 

 Belum maksimalnya 

sosialisasi tata kelola 

kearsipan yang baku 

 Kurangnya alokasi 

anggaran dan alokasi 

pegawai untuk 

pengelolaan 

kearsipan 

3 Belum maksimalnya 

kualitas pelayanan 

terhadap stakeholder 

 Belum maksimalnya 

pemberdayaan pegawai  

 

 Kurangnya 

kompetensi pegawai 

 

 

 

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Terpilih 

1. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam 

RPJMD Kabupaten Cilacap adalah  CILACAP SEMAKIN 

SEJAHTERA SECARA MERATA. Visi tersebut mrngandung 

maksud bahwa Kabupaten Cilacap akan menjadi Kabupaten 

dengan masyrakat yang sejahtera dan pembangunan yang 

dilaksanakan merata diseluruh kecamatan. Pencapaian visi juga 

memperhatikan 4 (empat) pilar yaitu pendidikan, kesehatan, 

eknomi, lingkungan dan budaya.  

2. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam 

RPJMD Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut: 

 Misi 1. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan 

rohani dan jasmani serta kesejahteraan sosial dan keluarga. 
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 Misi 2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan 

yang professional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan 

mengedepankan prinsip good governance dan clean 

government. 

 Misi 3 Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, 

ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan 

masyarakat.  

 Misi 4 Mengembangkan pereknomian yang bertumpu pada 

ekonomi lokal dan regional.  

 Misi 5 Mengembangkan dan membangun infrastruktur 

wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup 

dalam pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.   

3. Unsur visi dan misi yang terkait dengan tugas Dinas Kearsipan 

dan Perpustakaan adalah terdapat pada Misi 1 yaitu 

“meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan 

jasmani serta kesejahteraan sosial dan keluarga”. Misi tersebut 

terkait dengan urusan perpustakaan yang salah satu 

kewenangannya adalah dalam pengembangan minat dan budaya 

membaca. Peningkatan layanan pendidikan dapat diwujudkan 

melalui layanan perpustakaan yang maksimal menyentuh semua 

kalangan masyarakat dengan koleksi bahan bacaan yang lengkap 

dan menarik serta berkualitas untuk membangun minat dan 

budaya baca serta kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Misi 2 

yaitu Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang 

professional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan 

mengedepankan prinsip good governance dan clean government 

berkaitan dengan urusan kearsipan dimana kualitas tata kelola 

arsip adalah indikator kualitas tata kelola pemerintahan yang 

baik dan pemerintahan yang bersih.  

4. Uraian tujuan dan sasaran pada misi yang terkait dengan tugas 

dan fungsi perangkat daerah 

5. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi 

dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. 
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Tabel 3.2 

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah  

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah 

 

No 
Misi, Tujuan dan 

Sasaran RPJMD 

Permasalahan 

Pelayanan SKPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 Misi 1. Meningkatkan 

layanan pendidikan 

dan kesehatan rohani 

dan jasmani serta 

kesejahteraan sosial 

dan keluarga 

1. Rendahnya minat 

baca masyarakat  

2. Sulitnya akses 

masyarakat 

terhadap 

perpustakaan  

 

1. Kurangnya 

dukungan 

Pemerintah 

Daerah terhadap 

perpustakaan 

dan kearsipan 

2. Cakupan 

wilayah kerja 

yang luas  

3. Munculnya 

peran media 

sosial dan 

smartphone 

yang 

memudahkan 

dalam mencari 

referensi bahan 

pustaka  

1. Penerapan otonomi 

daerah yang 

memberikan 

kesempatan 

berprakarsa 

seluas-luasnya 

bagi daerah dalam 

pengembangan 

perpustakaan dan 

kearsipan.  

2. Dukungan 

masyarakat, 

swasta dan BUMN 

untuk 

pengembangan 

perpustakaan dan 

kearsipan 

2 Tujuan Menciptakan 

masyarakat yang 

cerdas, sehat dan 

sejatera 

3 Sasaran Meningkatkan 

kualitas pendidikan 

dan kesehatan serta 

kesejahteraan 

masyarakat 

4 Misi 2. Meningkatkan 

kualitas 

penyelenggaraan 

pemerintahan yang 

professional bersifat 

enterpreuneur & 

dinamis dengan 

mengedepankan 

prinsip good 

governance dan clean 

governance 

Belum optimalnya 

pengelolaan arsip 

secara baku di sektor 

pemerintah daerah, 

BUMD, Swasta dan 

BUMN 

1. Rendahnya 

komitmen dan 

kesadaran akan 

pentingnya 

peran arsip 

2. Rendahnya 

kuantitas dan 

kualitas sarpras 

dan SDM 

pengelola arsip 

1. Penerapan 

otonomi daerah 

yang memberikan 

kesempatan 

berprakarsa 

seluas-luasnya 

bagi daerah dalam 

pengembangan 

perpustakaan dan 

kearsipan.  

2. Dukungan 

masyarakat, 5 Tujuan meningkatkan 
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kualitas 

penyelenggaraan 

pemerintahan prinsip 

good governance dan 

clean government 

(transparansi berbasis 

e-government) 

swasta dan BUMN 

untuk 

pengembangan 

perpustakaan dan 

kearsipan 

6 Sasaran Menigkatkan 

kualitas kinerja 

pemerintahan 

Meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan 

keuangan daerah  

 

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 

3.3.1 Telaahan Renstra Perpusnas dan ANRI 

Sinergitas antara lembaga pemerintah pusat dan daerah adalah 

suatu keharusan agar supaya pelaksanaan pembangunan antara 

keduanya menjadi terpadu untuk mencapai tujuan bersama. Telaah 

terhadap Renstra lembaga yang linier dengan Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan adalah Telaah terhadap  Lembaga Perpustakaan 

Nasional (Perpusnas) dan Lembaga Arsip Nasional (ANRI). Berikut 

adalah uraian terhadap Renstra Perpusnas dan ANRI.  

 

1. Visi  Perpusnas adalah "Terwujudnya Indonesia Cerdas Melalui 

Gemar Membaca Dengan Memberdayakan Perpustakaan" 

2. Misi Perpusnas adalah sebagai berikut: 

1) Mewujudkan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir. 

2) Mengembangkan diversifikasi layanan perpustakaan 

berbasisi teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 

3) Mengembangkan perpustakaan yang menjangkau 

masyarakat luas. 

4) Mewujudkan tenaga perpustakaan yang kompeten dan 

professional. 
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5) Menggalakkan sosialisasi/promosi/pemasyarakatan 

gemar membaca. 

6) Mengembangkan infrastruktur Perpustakaan Nasional 

yang modern. 

3. Berikut adalah uraian tujuan Perpusnas  

1) Menggerakkan masyarakat gemar membaca dalam 

mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif 

berbasis pengetahuan, ditandai dengan:  

2) Mendorong perkembangan semua jenis perpustakaan 

sesuai standar dalam mendukung pembelajaran 

sepanjang hayat 

3) Meningkatkan kualitas dan diversifikasi layanan 

perpustakaan berbasis TIK 

4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM perpustakaan 

5) Mengembangkan keragaman dan pelestarian koleksi 

nasional dalam mendukung masyarakat pembelajar 

sepanjang hayat sesuai dengan karakter bangsa 

6) Mengembangkan infrastruktur layanan Perpustakaan 

Nasional RI yang modern 

4. Sasaran strategis Perpusnas  

1) Peningkatan pembudayaan kegemaran membaca. 

2) Pengembangan semua jenis perpustakaan. 

3) Peningkatan kualitas dan diversifikasi layanan 

perpustakaan. 

4) Peningkatan kualitas SDM perpustakaan. 

5) Peningkatan keragaman koleksi yang lengkap dan 

mutakhir dan pelestarian koleksi warisan budaya bangsa 

Indonesia. 

6) Peningkatan sarana dan prasarana Perpustakaan 

Nasional yang modern. 

5. Visi Lembaga Arsip Nasional adalah “Arsip sebagai pilar good 

governance dan integrasi memori kolektif Bangsa” 

6. Misi ANRI adalah sebagai berikut: 
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1) Mewujudkan arsip sebagai indikator kinerja lembaga dan 

objek pemeriksaan dalam rangka transparansi 

penyelenggaraan pemerintahan melalui pemberdayaan 

potensi kearsipan K/L di tingkat pusat dan daerah serta 

masyarakat; 

2) Mewujudkan pengelolaan arsip asset melalui 

pengembangan aplikasi electronic records system; 

3) Mewujudkan penyelamatan dan perlindungan arsip 

strategis dan melestarikannya melalui sistem seleksi 

makro strategis, sistem restorasi modern, digitalisasi dan 

sistem jaringan informasi; 

4) Mengembangkan sistem akses dan layanan arsip melalui 

aplikasi sistem dan jaringan informasi kearsipan; 

5) Mewujudkan dan mengembangkan NSPK sebagai alat 

kontrol ANRI terhadap penyelenggaraan kearsipan; 

6) Membangun sinergitas berkelanjutan dengan K/L di 

pusat dan daerah terutama organisasi kearsipan (unit 

dan lembaga kearsipan) dan lembaga kearsipan 

internasional yang tergabung dalam ICA dan Sarbica 

7. Dalam rangka mewujudkan visi dan untuk melaksanakan misi 

perubahan, maka tujuan pembangunan kearsipan ditetapkan 

sebagai berikut :  

1) Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan nasional yang 

komprehensif dan terpadu, melalui Sistem Kearsipan 

Nasional (T1);  

2) Terwujudnya tertib arsip statis yang bernilai guna 

pertanggungjawaban nasional (T2);  

3) Terwujudnya penyelenggaraan Sistem dan Jaringan 

Informasi Kearsipan Nasional (T3);  

4) Terwujudnya manajemen internal yang profesional 

dalam rangka mendukung tugas penyelenggaraan 

kearsipan nasional (T4).  
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8. Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan bidang 

kearsipan dirumuskan dalam berbagai sasaran strategis sebagai 

berikut : 

1) Untuk mewujudkan Tujuan 1 [T1] yaitu Terwujudnya 

penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif 

dan terpadu, melalui Sistem Kearsipan Nasional, 

ditetapkan Sasaran 1 [S1] yaitu Terwujudnya tertib arsip 

di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, 

lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), 

perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi 

kemasyarakatan, dan perseorangan/tokoh nasional. 

2) Untuk mewujudkan Tujuan 2 [T2] yaitu Terwujudnya 

tertib arsip statis yang bernilai guna 

pertanggungjawaban nasional, ditetapkan Sasaran 2 [S2] 

yaitu Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, 

pelindungan dan pelestarian sertaakses arsip untuk 

kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik. 

3) Untuk mewujudkan Tujuan 3 [T3] yaitu Terwujudnya 

penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi 

Kearsipan Nasional, ditetapkan Sasaran 3 [S3] 

yaituTerselenggaranya Sistem dan Jaringan Informasi 

Kearsipan Nasional. 

 

Tabel 3.3 

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap 

berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan 

Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

 

No 

Sasaran Jangka 

Menengah Renstra 

K/L 

Permasalahan 

Pelayanan SKPD 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 Peningkatan 

pembudayaan 

Rendahnya minat 

baca masyarakat 

1. Wilayah kerja 

yang luas 

1. Dukungan 

dari 
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No 

Sasaran Jangka 

Menengah Renstra 

K/L 

Permasalahan 

Pelayanan SKPD 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

kegemaran membaca dengan indikasi 

rendahnya jumlah 

pengujung 

perpustakaan per 

tahun 

2. Keterbatasan 

Sarana dan 

prasarana   

3. Munculnya 

media sosial 

sebagai sarana 

masyrakat 

memperoleh 

informasi selain 

dari buku 

program 

CSR 

Perusahaan 

swasta dan 

BUMN 

2 Pengembangan semua 

jenis perpustakaan 

Belum optimalnya 

pengembangan 

perpustakaan desa, 

masyarakat, khusus 

serta perpustakaan 

digital 

1. Keterbatasan 

sarana dan 

prasarana  

2. Wilayah kerja 

yang luas  

3. Keterbatasan 

tenaga 

fungsional  

4. Belum 

optimalnya 

dukungan dari 

pemerintah  

1. Dukungan 

dari program 

CSR 

Perusahaan 

swasta dan 

BUMN 

2. Undang-

Undang 

Nomor 43 

Tahun 2007 

tentang 

Perpustakaa

n  

 

3 Terwujudnya tertib 

arsip di lingkungan 

lembaga negara, 

pemerintahan daerah, 

lembaga pendidikan 

(perguruan tinggi 

negeri), perusahaan 

BUMN, BUMD, 

organisasi politik, 

Masih banyaknya 

lembaga 

pemerintahan 

maupun swasta dan 

BUMN yang belum 

menerapkan arsip 

secara baku 

1. Rendahnya 

komitmen dan 

kesadaran para 

stakeholder 

terkait dengan 

peran arsip 

1. Dukungan 

dari program 

CSR sektor 

swasta dan 

BUMN. 
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No 

Sasaran Jangka 

Menengah Renstra 

K/L 

Permasalahan 

Pelayanan SKPD 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

organisasi 

kemasyarakatan, dan 

perseorangan/tokoh 

nasional.  

 

4 Terwujudnya 

penyelamatan, 

pengolahan, 

pelindungan dan 

pelestarian serta akses 

arsip untuk 

kepentingan 

pemerintahan dan 

pelayanan publik.  

 

1. Belum optimalnya 

pengelolaan arsip 

yang secara baku, 

Masih banyaknya 

berkas arsip yang 

belum terkelola 

secara baku 

1. Terbatasnya 

sumber daya 

manusia dan 

sarana prasarana 

pendukung 

pengelolaan arsip 

1. Undang no. 

43 tahun 

2009 

2. Animo 

masyarakat 

yang tinggi 

terhadap 

kearsipan  

5 Terselenggaranya 

Sistem dan Jaringan 

Informasi Kearsipan 

Nasional.  

 

1. Belum 

dilaksanakan 

pembangunan 

jaringan informasi 

kearsipan daerah 

1. Kurangnya 

komitmen dan 

koordinasi 

Peranagkat 

Daerah dalam 

pembentukan 

jaringan 

informasi 

kearsipan 

2. Kurangnya 

sarana dan 

prasarana 

pendukung 

pengelola jarinan 

informasi 

kearsipan 

1. Kebutuhan 

akan 

pentingnya 

pengelolaan 

jaringan 

informasi 

kearsipan 

digital yang 

mendesak  
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3.3.2  Telaahan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi 

Dalam rangka mewujudkan  pembangunan Kabupaten Cilacap yang 

bersinergi maka disamping mentelaah Renstra Perpusnas dan 

ANRI, maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra Dinas 

Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-

2018 yang memuat visi dan misi sebagai berikut: 

1. Visi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2013-2018 adalah “Menyediakan bahan kearsipan yang 

dapat dipercaya, reliable, akuntabel, dan transparan sebagai 

bahan pertanggungjawaban serta menyediakan bahan 

perpustakaan untuk meningkatkan pengetahuan dalam rangka 

mencapai kemandirian dan kesejahteraan menuju Indonesia 

pintar.  

2. Misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2013-2018 adalah: 

a. Meningkatkan kualitas SDM Arsip dan perpustakaan 

b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kearsipan dan 

perpustakaan 

c. Mengembangkan sistem kearsipan dan perpustakaan 

berbasis teknologi informasi 

d. Meningkatkan manajemen kelembagaan arsip dan 

perpustakaan 

3. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Dinas 

Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menetapkan 

tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, 

sebagai berikut:  

a. Meningkatkan Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan 

Keasipan, Pengelolaan dan Pelestarian Arsip, serta Layanan 

dan Pemanfaatan arsip 

b. Meningkatkan Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan 

bidang Perpustakaan, layanan dan Pemanfaatan 

Perpustakaan, Deposit dan Pengolahan Bahan Pustaka serta 

Pengembangan Perpustakaan 
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4. Untuk mewujudkan visi, misi serta tujuan diatas, Dinas 

Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menetapkan 

sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, 

sebagai berikut: 

1. Meningkatnya Pembinaan Kearsipan 

2. Berkembangnya Sistem Jaringan Informasi Kearsipan 

3. Meningkatnya SDM Bidang Kearsipan Melalui Bintek 

4. Menigkatnya Akuisisi dan Penyelamatan Arsip di Jawa 

Tengah 

5. Meningkatnya Penyimpanan dan Pelestarian Arsip Statis 

6. Meningkatnya Digitalisasi Arsip Statis 

7. Meningkatnya Pemasyarakatan Kearsipan 

8. Berkembangnya Layananan Informasi Kearsipan 

9. Berkembangnya otomasi Perpustakaan Daerah 

10. Meningkatnya Promosi Minat Baca 

11. Meningkatnya Permberdayaan Perpustakaan Sekolah 

12. Berkembangnya Sistem Jaringan Kemitraan di Bidang 

Perpustaan 

13. Berkembangnya Layanan Perpustakaan daerah 

14. Meningkatnya SDM melalui Bintek Pengelola Perpustakaan 

15. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perpustakaan 

16. Meningkatnya Penerbitan Literatur Sekunder dan karya 

Cetak dan Karya Rekam 

17. Meningkatnya Layanan Perpustakaan Keliling 

18. Berkembangnya Perpustakaan di Jawa Tengah 
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Tabel 3.4 

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap 

berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Beserta 

Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

No 
Sasaran Jangka 

Menengah Renstra 

Perangkat Daerah  

Permasalahan 

Pelayanan 

Perangkat 

Daerah 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 Meningkatnya 

Pembinaan 

Kearsipan 

Belum optimalnya 

kualitas 

pembinaan  

Luasnya 

wilayah 

pembinaan 

Komitmen 

organisasi 

2 Berkembangnya 

Sistem Jaringan 

Informasi Kearsipan 

Belum adanya 

pembangunan 

jaringan informasi 

kearsipan 

Belum adanya 

sarpras 

pendukung 

Undang 

Undang 

Nomor 43 

Tahun 2009 

3 Meningkatnya SDM 

Bidang Kearsipan 

Melalui Bintek 

Belum optimalnya 

peningkatan SDM 

kearsipan 

Minimnya 

jumlah tenaga 

fungsional 

kearsipan 

Komitmen 

organisasi 

4 Menigkatnya Akuisisi 

dan Penyelamatan 

Arsip di Jawa Tengah 

 

Belum 

maksimalnya 

jumlah arsip yang 

di akuisisi 

Terbatasnya 

sarpras dan 

SDM Pengelola 

kearsipan  

Komitmen 

organisasi 

5 Meningkatnya 

Penyimpanan dan 

Pelestarian Arsip 

Statis 

Belum 

maksimalnya 

jumlah arsip yang 

dilestarikan  

Terbatasnya 

daya tampung 

depo arsip 

Komitmen 

organisasi 

6 Meningkatnya 

Digitalisasi Arsip 

Statis 

Belum optimalnya 

jumlah asip yang 

terdigitalisasi 

Belum adanya 

sarpras 

digitalisasi 

arsip 

Komitmen 

organisasi 

7 Meningkatnya 

Pemasyarakatan 

Kearsipan 

Belum optimalnya 

sosialisasi 

kearsipan 

Terbatasnya 

sumerdaya 

manusia  

Komitmen 

organisasi 

8 Berkembangnya Belum Jumlah Komitmen 
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No 
Sasaran Jangka 

Menengah Renstra 

Perangkat Daerah  

Permasalahan 

Pelayanan 

Perangkat 

Daerah 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

Layanan Informasi 

Kearsipan 

dilaksanakannya 

pelayanan 

kearsipan 

permintaan 

layanan yang 

masih kurang 

organisasi 

9 Berkembangnya 

otomasi 

Perpustakaan 

Daerah 

Belum 

maksimalnya 

pemanfaatan 

otomasi 

perpustakaan 

Masih 

kurangnya 

kapasitas 

sarpras 

layanan 

otomasi 

kearsipan 

Komitmen 

organisasi 

10 Meningkatnya 

Promosi Minat Baca 

Belum meratanya 

promosi 

perpustakaan 

sampai wilayah  

Wilayah kerja 

yang luas 

Komitmen 

organisasi 

11 Meningkatnya 

Permberdayan 

Perpustakaan 

Sekolah  

Belum optimalnya 

jumlah 

perpustakaan 

yang memadai 

Minimnya 

Kompetensi 

pengelola 

perpustakaan  

Komitmen 

organisasi 

12 Berkembangnya 

Sistem Jaringan 

Kemitraan di Bidang 

Perpustaan 

Belum optimalnya 

pemanfaatan 

mitra untuk 

membangun 

perpustakaan 

Kurangnya 

koordinasi 

dengan pihak 

ke 3 

Komitmen 

organisasi 

13 Berkembangnya 

Layanan 

Perpustakaan daerah 

Belum optimalnya 

layanan 

perpustakaan 

digital 

Belum adanya 

jaringan 

untuk 

mengelola 

perpustakaan 

digital 

Komitmen 

organisasi 

14 Meningkatnya SDM 

melalui Bintek 

Belum optimanya 

pemanfaatan hasil 

Rendahnya 

komitmen 

Komitmen 

organisasi 
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No 
Sasaran Jangka 

Menengah Renstra 

Perangkat Daerah  

Permasalahan 

Pelayanan 

Perangkat 

Daerah 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

Pengelola 

Perpustakaan 

bintek untuk 

mengemangka

n 

perpustakaan 

15 Meningkatnya 

Sarana dan 

Prasarana 

Perpustakaan 

Masih kurangnya 

jumah sarpras  

Jumlah 

anggaran 

pengadaan 

sarpras yang 

belum 

memadai 

Komitmen 

organisasi 

16 Meningkatnya 

Penerbitan Literatur 

Sekunder dan karya 

Cetak dan Karya 

Rekam 

Belum adanya 

jumlah literature 

sekunder yang 

diterbitkan  

Tidak adanya 

media 

penerbitan 

literature 

Komitmen 

organisasi 

17 Meningkatnya 

Layanan 

Perpustakaan 

Keliling 

Belum meratanya 

sebaran wilayah 

yang dilayani 

Luasnya 

wilayah kerja 

perpustakaan  

Komitmen 

organisasi 

18 Berkembangnya 

Perpustakaan di 

Jawa Tengah 

Lambatnya 

perkembangan 

peprpustakaan di 

Jawa Tengah  

Kurangnya 

komitmen 

untuk 

mengembangk

an 

perpustakaan 

Komitmen 

organisasi 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis 

2.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Penataan ruang wilayah Kabupaten Cilacap merupakan arahan 

perwujudan ruang wilayah Kabupaten Cilacap yang ingin dicapai pada 

masa yang akan datang yang dituangkan dalam bentuk visi dan misi. Visi 
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RTRW Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 adalah Kabupaten Cilacap 

sebagai pusat ekonomi skala nasional di Pulau Jawa bagian Selatan 

berbasis sektor industri dan perikanan. Sedangkan misi penataan ruang 

wilayah Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:   

1. Mengembangkan struktur ekonomi berdaya saing dengan 

mengembangkan sektor industri dan perikanan sebagai sektor basis 

ekonomi;  

2. Mengembangkan  sektor pertanian  (tanaman pangan, perkebunan, 

dan kehutanan) didukung dengan peningkatan nilai tambah produk 

pertanian yang berorientasi pada mekanisme pasar;  

3. Mengembangkan sektor pariwisata, perdagangan dan jasa yang 

terintegrasi;  

4. Mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan 

kualitas hidup;  

5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan dengan 

berwawasan kelestarian lingkungan;  

6. Mewujudkan pemenuhan infrastruktur bernilai tambah tinggi serta 

membuka isolasi wilayah. 

Dalam rangka mendukung visi dan misi tata ruang Kabupaten 

Cilacap maka tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Cilacap yaitu 

mewujudkan ruang kabupaten sebagai pusat ekonomi skala nasional 

berbasis pertanian, industri, kelautan secara terpadu dan berkelanjutan 

guna pemerataan pembangunan wilayah. 

 

RTRW Kabupaten Cilacap berfungsi sebagai: 

1. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Propinsi dan 

Kabupaten; serta 

2. Acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 

Kabupaten dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan 

menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan 

pemanfaatan ruang wilayah kabupaten Cilacap. 

Kedudukan RTRW Kabupaten Cilacap yaitu sebagai pedoman bagi: 
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1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD), rencana  rinci tata ruang kabupaten, dan rencana sektoral 

lainnya; 

2. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten; 

3. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar 

sektor, antar daerah dan antar pemangku kepentingan; 

4. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan 

5. Penataan ruang kawasan strategis kabupaten. 

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Cilacap berfungsi sebagai 

dasar untuk:  

1. Memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten 

Cilacap;  

2. Merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Cilacap;  

3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama; dan  

4. Menetapkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah 

Kabupaten Cilacap. 

Adapun beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten 

Cilacap meliputi:  

1. pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan 

seimbang dalam sistem perkotaan dan sistem perdesaan;  

2. pengembangan fungsi kawasan agropolitan;  

3. pengembangan fungsi kawasan minapolitan;  

4. pengembangan kawasan industri terpadu berwawasan lingkungan;   

5. peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana wilayah;   

6. pengembangan kawasan permukiman;   

7. pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan;  

8. pengembangan kawasan pertambangan berwawasan lingkungan;  

9. pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung;   

10. pengembangan dan pengendalian kawasan strategis; dan  

11. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan 

negara. 

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap terdiri dari: 
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1. Strategi dalam  rangka  pengembangan  dan pemantapan pusat-pusat 

pelayanan secara merata dan seimbang dalam sistem perkotaan dan 

sistem perdesaan, meliputi: 

a. Penguatan  kawasan perkotaan Cilacap sebagai Pusat Kegiatan 

Nasional (PKN) melalui pengembangan kegiatan-kegiatan yang 

berbasis ekonomi sektor migas dan ekonomi sektor non migas, 

serta peningkatan pelayanan transportasi;   

b. Penguatan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kroya diarahkan menjadi 

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);  

c. Penguatan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Sidareja diarahkan 

menjadi PKL yang dipromosikan (PKLp);  

d. Penguatan fungsi dan peran PPK sebagai pusat pelayanan skala 

kecamatan;  

e. Penguatan  fungsi  dan peran Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) 

sebagai pusat pelayanan kegiatan skala antar desa;   

f. Penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan 

dengan perdesaan secara sinergis.  

2. Strategi dalam rangka pengembangan sistem agropolitan dan 

mempertahankan lahan pertanian, meliputi:  

a. Mengembangkan  lumbung desa modern  serta pembinaan kepada 

masyarakat desa untuk meningkatkan kemampuan dalam 

pengelolaan lumbung modern;  

b. Mengembangkan prasarana dan sarana agropolitan melalui 

peningkatan struktur jaringan yang menunjang kawasan 

agropolitan; dan  

c. Mempertahankan luasan lahan pertanian melalui pengawasan dan 

pengendalian untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian ke non 

pertanian. 

3. Strategi dalam rangka peningkatan produktivitas perikanan dan 

pengembangan sistem minapolitan, meliputi:  

a. Mengembangkan lahan perikanan budidaya melalui 

pengembangan prasarana dan sarana untuk menunjang kegiatan 

perikanan budidaya;   
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b. Mengembangkan kawasan minapolitan. 

c. Mengembangkan prasarana dan sarana minapolitan melalui 

peningkatan struktur jaringan yang menunjang kawasan 

minapolitan. 

4. Strategi dalam rangka pengembangan kawasan industri terpadu 

berwawasan lingkungan, meliputi:   

a. Mengembangkan kawasan industri;  

b. Mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan rumah 

tangga;   

c. Mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri 

besar, menengah, kecil dan mikro; dan  

d. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri. 

5. Strategi dalam rangka peningkatan dan pemerataan pembangunan 

prasarana wilayah, meliputi:   

a. Meningkatkan sistem jaringan transportasi darat, laut dan udara 

secara intermoda sampai ke pusat produksi dan  distribusi  

kawasan agropolitan, minapolitan,  dan industri;  

b. Meningkatkan kinerja dan pelayanan terminal penumpang dan 

barang;  

c. Meningkatkan pelayanan angkutan sungai, danau, dan 

penyeberangan;  

d. Meningkatkan sistem jaringan perkeretaapian  melalui 

pengembangan stasiun kereta api dan jalur rel ganda;  

e. Mengembangkan jaringan pipa minyak bumi dan Bahan Bakar 

Minyak (BBM);   

f. Mengembangkan pembangkit dan jaringan transmisi tenaga listrik;  

g. Mengembangkan jaringan terestrial dan jaringan satelit;  

h. Mendayagunakan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan 

untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan sarana dan prasarana 

pengairan kawasan pertanian;  

i. Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan persampahan;  

j. Meningkatkan pengelolaan air limbah;  

k. Meningkatkan pengelolaan sistem drainase;  
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l. Meningkatkan penyediaan dan pelayanan sumber air baku; dan  

m. Mengembangkan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana. 

6. Strategi  dalam rangka  pengembangan  kawasan permukiman  di 

wilayah Kabupaten Cilacap, terdiri atas:   

a. Peremajaan permukiman kumuh di kawasan perkotaan untuk 

meningkatan infrastruktur permukiman, dan kualitas lingkungan 

perkotaan; dan  

b. Penataan lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan.  

7. Strategi  dalam rangka  pengembangan  kawasan pariwisata 

berwawasan lingkungan, terdiri atas:   

a. Pengembangan  kawasan wisata  melalui peningkatan atraksi 

wisata dan sektor pendukung wisata sesuai dengan jenis wisata 

yang ada; dan  

b. Mengembangkan pusat promosi dan pemasaran wisata. 

8. Strategi  dalam rangka  pengembangan kawasan pertambangan 

berwawasan lingkungan meliputi:   

a. Mengendalikan pemanfaatan kawasan pertambangan; dan  

b. Merehabilitasi dan mengkonservasi kawasan bekas tambang. 

9. Strategi  dalam rangka  pemantapan pelestarian dan perlindungan 

kawasan lindung meliputi:  

a. Mempertahankan fungsi kawasan resapan air;  

b. Mempertahankan fungsi kawasan perlindungan setempat;  

c. Mempertahankan fungsi kawasan suaka alam, pelestarian alam, 

dan cagar budaya;  

d. Meningkatkan penanganan kawasan rawan bencana;  

e. Mempertahankan fungsi kawasan perlindungan cekungan air 

tanah; dan  

f. Mempertahankan fungsi kawasan perlindungan plasma nutfah. 

10. Strategi  dalam rangka  pengembangan dan  pengendalian kawasan 

strategis  terdiri atas:  

a. Menetapkan kawasan strategis sesuai dengan nilai strategis dan 

kekhususannya;  



 

 

48 

 

b. Mengembangkan kawasan strategis provinsi yang berada di 

kabupaten;  

c. Mengembangan dan meningkatkan kawasan strategis kabupaten; 

d. Meningkatkan sarana dan prasarana kawasan strategis. 

11. Strategi dalam rangka peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan 

dan keamanan negara, meliputi :   

a. Mendukung  penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi 

kawasan pertahanan dan keamanan;  

b. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya 

tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;  

c. Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar 

kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan 

keamanan; dan  

e. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan 

keamanan. 

Sebagai implementasi RTRW Kabupaten Cilacap maka diperlukan 

suatu dokumen operasional yaitu Rencana Detail Tata Ruang Wilayah 

Perkotaan (RDTR) yang sampai saat belum ada yang menjadi Perda. 

Sementara itu, RTRW Kabupaten Cilacap saat ini masih dalam proses 

revisi untuk menyesuaikan perubahan kebijakan di tingkat pusat dan 

daerah serta perkembangan pembangunan yang mengakibatkan 

perubahan pemanfaatan ruang wilayah. Dengan demikian fokus program 

dan kegiatan penataan ruang diarahkan kepada penyusunan revisi 

dokumen RTRW Kabupaten Cilacap dan penyesuian dokumen Rencana 

Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan dengan hasil revisi RTRW 

Kabupaten Cilacap sebagai pedoman pengendalian dan pemanfaatan 

ruang. 

Permasalahan perencanaan pembangunan di Kabupaten Cilacap 

adalah beberapa program pembangunan belum mengacu kepada RTRW. 

Saat ini, peran RTRW baru dititikberatkan pada dokumen pengaturan 

peruntukan lahan, sedangkan fungsi pengarah terhadap perwujudan 

ruang/wilayah masih kurang. Untuk mengatasi hal tersebut perlu 
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peningkatan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan (baik 

tahunan maupun lima tahunan) dengan RTRW. 

Tabel 3.5 

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata 

Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong 

Keberhasilan Penanganannya 

 

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Dalam rangka mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Cilacap telah disusun KLHS dengan tujuan: 

1. Membantu para perencana tata ruang, instansi sektoral, lembaga 

swadaya masyarakat, dan lembaga pengelola lingkungan di daerah 

mengintegrasikan kepentingan lingkungan dalam perencanaan tata 

ruang. 

2. Menunjukkan langkah-langkah pendekatan integrasi kepentingan 

lingkungan hidup dalam perencanaan tata ruang. 

3. Upaya pengarasutamaan (mainstreaming) perencanaan pembangunan 

berwawasan lingkungan melalui KLHS. 

Sedangkan manfaat yang diharapkan dengan adanya panduan 

implementasi KLHS dalam perencanaan tata ruang adalah: 

1. Meningkatkan pemahaman para perencana tata ruang tentang 

metodologi (protokol) KLHS sebagai sarana pendukung dalam proses 

pengambilan keputusan perencanaan tata ruang. 

2. Menciptakan tata pengaturan pembangunan yang lebih baik dengan 

terbangunnya keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders) 

dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan 

partisipasi masyarakat. 

No 

Rencana Tata Ruang 

Wilayah terkait Tugas 

dan Fungsi Perangkat 

Daerah 

Permasalahan  

Pelayanan Perangkat 

Daerah 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL 
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3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan AMDAL dan/atau instrumen 

pengelolaan lingkungan lainnya. 

4. Memfasilitasi kerjasama lintas batas administrasi guna mencegah 

konflik, berbagai pemanfaatan sumberdaya alam, dan mitigasi 

dampak lingkungan, terutama yang bersifat tidak langsung, 

kumulatif, dan sinergistik. 

 

Tabel 3.6 

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta 

Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

 

No 

Hasil KLHS terkait Tugas 

dan Fungsi Perangkat 

Daerah (Nama Program 

yang Memberikan 

Dampak Lingkungan 

Permasalahan  

Pelayanan SKPD 

Faktor 

Penghamba

t 

Pendoron

g 

 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL 

 

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat 

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah 

untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. 

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan 

akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara 

moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab 

persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam 

pengembangan kearsipan dan perpustakaan daerah di Kabupaten Cilacap 

dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut: 

1. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan di daerah 

2. Rendahnya minat dan budaya baca masyarakat 

3. Belum ada identifikasi naskah kuno yang dilestarikan 

4. Belum maksimalnya pengelelolaan arsip dinamis  

5. Belum optimalnya Pengelolaan arsip statis dan in aktif 
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6. Belum dilaksanakannya pembangunan jaringan informasi 

kearsipan di seluruh lembaga pemerintahan kabupaten/Kota 

7. Kurang optimalnya pemanfaatan   metode, sarpras serta 

sumberdaya manusia dalam pelayanan terhadap masyarakat 
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BAB IV  

TUJUAN DAN SASARAN 

 

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah  

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh 

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  Kabupaten Cilacap selama Tahun 

2017 – 2022, dijabarkan sebagai berikut: 

1. Tujuan 1: Menciptakan masyarakat yang cerdas informatif dan 

komunikatif 

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah meningkatnya minat 

dan budaya baca masyarakat.  

2. Tujuan 2: Menciptakan tata kelola Kearsipan yang baku di seluruh 

lembaga pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta 

Sasaran yang akan dicapai dalam tujuan ini adalah meningkatnya 

kualitas dan kuantitas pengelolaan arsip di seluruh lembaga 

pemerintahan, BUMN, BUMD dan swasta. 

3. Tujuan 3: Meningkatkan kinerja perangkat daerah 

Sasaran yang akan dicapai dalam tujuan ini adalah meningkatnya 

kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.  

Berikut adalah skema cascading Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

yang mempunyai tanggubgjawab di bidang tata kelola kearsipan dan 

perpustakaan 

 

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah 

beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana 

berikut ini. 
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Tabel 4.1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 

Tahun 2017-2022 

No Tujuan Sasaran 

Indikator 

Tujuan / 

Sasaran 

Target Kinerja Sasaran Target 

Akhir 

Renstra 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 Menciptakan 

masyarakat 

yang gemar 

membaca 

 

 Indeks 

Minat Baca 

Masyarakat 

35.5 36 36.5 37 37.5  

  Meningkatnya 

minat baca 

masyarakat 

 

Rasio 

pengunjung 

perpustakaa

n per tahun 

per satuan 

penduduk  

2,68 2,70 2,73 2,78 2,83 2,83 

2 Menciptakan 

tata kelola 

Kearsipan yang 

responsif 

terhadap 

teknologi 

informasi 

 Time 

warning 

pencarian 

arsip 

5 5 5 5 5 5 

  Meningkatnya 

kuantitas dan 

kualitas arsip 

yang dikelola 

secara baku 

Prosentase 

lembaga 

pemerintah 

yang 

mengelola 

arsip secara 

baku 

76 80 86 94 100 100 

  Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja 

pelayanan 

Perangkat 

Daerah 

Nilai IKM 80 80.5 81 81.5 82 82.5 

Nilai AKIP 71 72 73 74 75 75 
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BAB V 

STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 

5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah   

Rumusan strategi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabuppaten 

Cilacap merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan 

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya 

dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman 

yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk 

melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam 

mencapai tujuan dan sasaran. 

 

5.1.1. Strategi 

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran  

adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan kemudahan akses terhadap perpustakaan melalui  

stimulasi  pembangunan perpustakaan manual, digital dan 

perpustakaan keliling 

2. Meningkatkan daya tarik perpustakaan melalui pembenahan 

sumberdaya manusia, sarpras, koleksi bahan pustaka dan 

metode pelayanan perpustakaan 

3. Meningkatkan kemampuan lembaga pemerintah dalam 

mengelola arsip secara baku melalui peningkatan  kompetensi 

pengelola arsip yang ada di lembaga pemerintah 

4. Mewajibkan semua lembaga pemerintah untuk  mengelola 

arsip dalam Jaringan Informasi Kearsipan Daerah 

5. Peningkatan pelayanan dengan fokus perbaikan  manajemen 

sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi pegawai serta 

pembenahan metode kerja. 

 

5.1.2. Kebijakan 

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah 

sebagai berikut: 
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1. Meningkatkan kemudahan akses masyarakat  terhadap 

perpustakaan 

2. Meningkatkan kualitas dan daya tarik perpustakaan di mata 

masyarakat 

3. Meningkatkan  kemampuan lembaga pemerintah untuk 

mengelola arsip  secara baku  

4. Menyatukan semua lembaga pemerintah dalam Jaringan 

Informasi Kearsipan Daerah 

 

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran 

Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 4.2 

 

Tabel 5.1 

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah  

Tahun 2017-2022 

 

No Tujuan Sasaran Strategi  Arah Kebijakan 

1. Menciptakan 

masyarakat yang 

gemar membaca  

 

1. Meningkatnya minat 

baca masyarakat 

 

1.   Meningkatkan 

kemudahan akses 

masyarakat  terhadap 

perpustakaan 

 2.  Meningkatkan 

kualitas dan daya 

tarik perpustakaan di 

mata masyarakat 

1.1 Peningkatan 

kemudahan akses 

terhadap 

perpustakaan melalui 

stimulasi  

pembangunan 

perpustakaan 

manual, digital  dan 

perpustakaan keliling 

1.2 Meningkatkan daya 

tarik perpustakaan 

melalui Pembenahan 

sumberdaya 

manuasia, sarpras, 

penambahan koleksi 

bahan pustaka dan 

metode pelayanan 

perpustakan 

2. Menciptakan tata 

kelola kearsipan yang 

yang responsif 

terhadap teknologi 

informasi 

1. Meningkatnya 

kualitas dan 

kuantitas arsip 

yang dikelola 

secara baku 

 

1. Meningkatkan  

kemampuan lembaga 

untuk mengelola 

arsip dinamis secara 

baku  

1.1 Meningkatkan 

kemampuan lembaga 

dalam mengelola 

arsip melalui 

peningkatan  

kompetensi pengelola 



 

 

56 

 

No Tujuan Sasaran Strategi  Arah Kebijakan 

 2. Menyatukan semua 

lembaga dalam JIKD 

3. Meningkatkan 

kualitas pengelolaan 

arsip 

 

arsip yang ada di 

lembaga 

1.2 Menyatukan semua 

lembaga dalam JIKD 

Mewajibkan semua 

lembaga untuk  

mengelola arsip 

dalam JIKD 

1.3 Meningkatkan 

kualitas pengelolaan 

arsip melalui 

pembenahan 

manajemen 

penggelolaan arsip  

  1. Meningkatnya 

akuntabilitas dan 

kinerja peayanan 

perangkat daerah  

2. Meningkatkan 

kualitas pelayanan 

melalui peningkatan 

kualitas SDM dan 

Sarpras  

 

2.1 Peningkatan 

pelayanan dengan 

fokus perbaikan  

manajemen sarana 

dan prasarana, 

peningkatan 

kompetensi pegawai  
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  

 

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan 

sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas 

dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap sebagai 

upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah 

organisasi. Program tersebut merupakani program kerja dan rencana 

kerja yang akan dating sebagai pedoman operasional. Beberapa program 

prioritas tersebut adalah sebagai berikut: 

 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   

b. Penyediaan jasa administrasi keuangan      

c. Penyediaan alat tulis kantor       

d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan     

e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor     

f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  

g. Penyediaan makanan dan minuman      

h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  

i. Penyediaan bahan dan peralatan pameran  

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor      

b. Pengadaan peralatan gedung kantor      

c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor    

d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional   

e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor    

f. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 

g. Pengadaan mobil layanan arsip vital masyarakat 

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 

a. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.  

b. Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 

c. Kegiatan pengadaan mesin / kartu absensi  
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4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 

a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal. 

5. Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan  

a. Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan    

b. Pengadaan, pengolahan dan perawatan bahan pustaka 

c. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah   

d. Publikasi dan promosi perpustakaan  

e. Publikasi dan sosialisasi inat dan budaya baca     

f. Layanan bercerita/story telling     

g. Supervisi dan pembinaan perpustakaan desa, sekolah, masyarakat 

dan OPD        

h. Peningkatan layanan perpustakaan      

i. Lomba penulisan karya ilmiah       

j. Replikasi Perpuseru    

k. Pengembangan Minat dan Budaya Baca  

l. Pelestarian bahan pustaka wilayah kecamatan / penelusuran 

naskah  kuno bersejarah 

m. Pengembangan perpustakaan digital 

n. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca / perpustakaan 

keliling  

o. Pengembangan layanan computer dan internet perpustakaan 

p. Pengadaan sarpras pendukung perpustakaan  

q. Pembinaan perpustakaan desa 

r. Gerakan pembudayaan minat baca  

s. Bedah buku / sarasehan 

t. Pengembangan pustaka apung 

u. Pengembangan FGD Khasanah Pustaka  

v. Fumigasi  

w. Workshop / seminar otomasi perpustakaan 

x. Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca 

y. Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca 

di daerah  
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6. Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah  

a. Penyusutan dokumen arsip daerah    

b. Akuisisi arsip      

c. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah    

d. Pengembangan diorama   

e. Penelusuran naskah sumber arsip 

f. Pembangunan system keamanan penyimpanan data (Fumigasi) 

 

7. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan 

a. Pemeliharaan rutin/berkala sarpras kearsipan in aktif  

  

8. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 

a. Lomba kearsipan desa     

b. Pembinaan Arsip desa 

c. Lomba petugas pengelola arsip 

d. Bintek kearsipan     

e. Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi 

pemerintah/ swasta  

f. Pelayanan wisata arsip       

g. Pengadaan sarpras audio visual arsip      

h. Pembangunan pengelolaan simpul jaringan sistem informasi 

kearsipan daerah (JIKD)  

i. Lavimas ( Layanan Arsip Vital Masyarakat) 

j. Lomba pembuatan film dokumenter     

k. Bintek kearsipan    

l. Pengembangan wisata arsip bagi pelajar dan masyrakat  

m. Rakor kearsipan   

n. Pameran kearsipan   

  

9. Program Perencanan Pembangunan Daerah 

a. Penyusunan Renstra dan Renja  
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Tabel 6.1 

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah 

Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 

 

Tujuan Sasaran 

Indikator 

Tujuan / 

Sasaran 

Program dan Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) dan 

Kegiatan 

(output) 

Satuan 

Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Unit Kerja 

perangkat 

daerah 

Penanggung-

jawab 

2016 2017 

2018 2019 2020 2021 2022 Target Akhir Renstra 

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 

Menciptakan 

masyarakat 

yang gemar 

membaca 

 Indeks Minat 

Baca 

Masyarakat 

   25 27 35.5  36  36.5  37  37.5  37.5   

 Meningkatnya 

minat baca 

masyarakat 

Rasio 

kunjungan 

perpustakaan 

per tahun per 

satuan 

penduduk 

  Prosen 2.4 2.5 2.68  2.70  

 

2.73  2.78  

 

2.83  2.83   

   Program 

Pengembangan 

Budaya Baca dan 

pembinaan 

Perpustakaan 

  747.530 294.009  475.00  1.626.700  1000.000  1000.000  997.000  4.917.709 

 

Bidang 

Perpustakaan 

    Rasio 

pengunjung 

perpustakaan 

per tahun 

persatuan 

penduduk 

Prosen 2.4 2.5 2.68  2.70  

 

2.73  2.78  

 

2.83  2.83  Bidang 

Perpustakaan 
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Tujuan Sasaran 

Indikator 

Tujuan / 

Sasaran 

Program dan Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) dan 

Kegiatan 

(output) 

Satuan 

Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Unit Kerja 

perangkat 

daerah 

Penanggung-

jawab 

2016 2017 

2018 2019 2020 2021 2022 Target Akhir Renstra 

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 

 

   Koleksi buku 

yang tersedia 

di 

perpustakaan 

daerah  

Prosen 0,55 0,54 0,52  0,50  0,48  0,45  0,40  0,40   

 

   Rasio 

Perpustakaan 

per satuan 

penduduk 

Prosen 0.55 0.54 0.52  0.50  0.48  0.45  0.40  0,40  Bidang 

Perpustakaan 

 

   Rasio 

pustakawan, 

tenaga teknis 

dan penilai 

yang memiliki 

sertifikat  

Prosen 0,39 0,39 12,09  21,85  31,60  41,36  51,12  51,12   

 
  Lomba perpustakaan 

desa 

Jumlah 

Peserta lomba 

Peserta 21 21 21 26000 24 26000 24 27000 24 30000 24 32000 117 144000 Bidang 

Perpustakaan 

 

  Pengadaan, 

pengolahan dan 

perawatan bahan 

pustaka 

 

Meningkatnya 

Jumlah 

koleksi bahan 

pustaka 

Eksemplar 53292 54037 2250 145000         2250 145000 Bidang 

Perpustakaan 

 

  Penyediaan bahan 

pustaka 

perpustakaan umum 

daerah  

Terlaksananya 

pengadaan 

bahan pustaka  

Eksemplar  53292 54037   20000 125000 3636 127000 3000 125000 3333 130000 13605 605000 Bidang 

Perpustakaan 

 
  Publikasi dan promosi 

perpustakaan 

 

Terlaksananya 

pameran 

perpustakaan 

Kegiatan 1 1 1 58000         1 58000 Bidang 

Perpustakaan 
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Tujuan Sasaran 

Indikator 

Tujuan / 

Sasaran 

Program dan Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) dan 

Kegiatan 

(output) 

Satuan 

Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Unit Kerja 

perangkat 

daerah 

Penanggung-

jawab 

2016 2017 

2018 2019 2020 2021 2022 Target Akhir Renstra 

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 

  

 Publikasi dan 

sosialisasi minat dan 

budaya baca  

Terlaksananya 

pameran 

perpustakaan  

Kegiatan      1 56000 1 58000 1 60000 1 60000 4 234000 Bidang 

Perpustakaan 

  

 Layanan 

bercerita/story telling 

Jumlah 

peserta lomba 

bercerita 

Peserta 24 24 24 42000 24 45000 24 47000 24 50000 24 52000 96 239000 Bidang 

Perpustakaan 

  

 Supervisi dan 

pembinaan 

perpustakaan desa, 

sekolah, masyarakat 

dan OPD 

Jumlah 

peserta 

pembinaan 

Peserta 110 139 120 87000 108 87000 120 90000 120 90000 120 90000 588 444000 Bidang 

Perpustakaan 

  

 Peningkatan layanan 

perpustakaan 

Terlaksananya 

layanan 

perpustakaan 

diluar jam 

kerja 

Bulan 12 12 12 85000 12 87000 12 87000 12 88000 12 90000 60 437000 Bidang 

Perpustakaan 

  
 Lomba penulisan 

karya ilmiah 

Jumlah 

peserta lomba 

Peserta 0 0 50 32500 60 32500 60 33000 60 33000 60 35000 290 166000 Bidang 

Perpustakaan 

  

 Replikasi Perpuseru Jumlah desa 

yang 

direplikasi 

Desa 0 0 0 0 2 150000 2 70000 2 75000 2 75000 7 375000 Bidang 

Perpustakaan 

  

 Pengembangan  Minat 

dan budaya baca  

Terlaksananya 

talkshow 

bertema 

literasi  

Kegiatan 0 0 0 0 1 50000 1 25000 1  1 30000 3 105000 Bidang 

Perpustakaan 

  

 Pelestarian Bahan 

Pustaka utk Wilayah 

Kecamatan/ 

Penelusuran Sejarah 

Jumlah 

naskah kuno 

yang 

Kecamatan 0 0 0 0 5 33000 5 25000 

 

5    2 80000 Bidang 

Perpustakaan 
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Tujuan Sasaran 

Indikator 

Tujuan / 

Sasaran 

Program dan Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) dan 

Kegiatan 

(output) 

Satuan 

Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Unit Kerja 

perangkat 

daerah 

Penanggung-

jawab 

2016 2017 

2018 2019 2020 2021 2022 Target Akhir Renstra 

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 

Wil. Kecamatan teridentifikasi 

  

 Pengembangan 

Perpustakaan Digital 

Terlaksnanya 

pembangunan 

perpustakaan 

digital 

Paket 0 0 0 0 1 55000 1 57000 1  1  60 437000 Bidang 

Perpustakaan 

  

 Pemasyarakatan 

Minat dan Kebiasaan 

Membaca (Perpusling) 

Jumlah lokasi 

yang dilayani 

perpustakaan   

Lokasi 35 25 30 0 75 63000 120 70000 120 70000 120 75000 290 166000 Bidang 

Perpustakaan 

  

 Pengembangan 

layanan computer 

dan internet 

perpustakaan 

 

Terlaksananya 

pengembangan 

internet 

perpustakaan   

paket 0 0 0 0 1 155000 1 45000 1 50000 1 25000 7 375000 Bidang 

Perpustakaan 

  

 Pembinaan 

Perpustakaan desa  

Terlaksananya 

pembinaan 

perpustakaan 

desa  

  

Unit  110 117 0 0 132 40000 147 42000 162 45000 177 45000 618 172000 Bidang 

Perpustakan 

  

 Pengadaan sarpras 

pendukung 

perpustakaan 

Terlaksananya 

pengadaan 

sarpras 

perpustakaan  

Paket 0 0 0 0 1 150000 1 40000 1 50000 1 50000 4 300000 Bidang 

Perpustakan 

  

 Gerakan 

pembudayaan minat 

baca  

Terlaksananya 

pemilihan 

duta baca, 

Kegiatan  0 0 0 0 3 30000 3 45000 3 45000 3 45000 12 165000 Bidang 

Perpustakan 
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Tujuan Sasaran 

Indikator 

Tujuan / 

Sasaran 

Program dan Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) dan 

Kegiatan 

(output) 

Satuan 

Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Unit Kerja 

perangkat 

daerah 

Penanggung-

jawab 

2016 2017 

2018 2019 2020 2021 2022 Target Akhir Renstra 

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 

pemilihan 

insan peduli 

pustaka dan 

pembentukan 

komunitas 

baca   

  

 Bedah buku / 

sarasehan 

Terlaksananya 

bedah buku 

best seller   

Kegiatan  0 0 0 0 0 0 0 0 1 22000 1 22000 2 44000 Bidang 

Perpustakan 

  

 Pengembangan  

pustaka apung  

Terlaksnanya 

layanan wisata 

di daerah 

perairan  

 

Kunjungan  0 0 0 0 3000 30000 3000 30000 3000 35000 3000 35000 12000 135000 Bidang 

Perpustakan 

  

 Pengembangan FGD 

Khasanah pustaka 

Terlaksananya 

diskusi 

khasanah 

pustaka 

Kegiatan  0 0 0 0 0 0 0 0 1 22000 0 0 1 22000 Bidang 

Perpustakan 

  

 Fumigasi  Terlaksanaya 

fumigasi 

bahan pustaka 

Meter Kubik  0 0 0 0 1973  40000 0 0 1973 40000 0 0 3946 80000 Bidang 

Perpustakan 

  

 Workshop / seminar 

otomasi perpustakaan 

Terlaksananya 

seminar 

otomasi 

Peserta  0 0 0 0 0 0 0 0 200 25000 200 25000 400 50000 Bidang 

Perpustakan 
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Tujuan Sasaran 

Indikator 

Tujuan / 

Sasaran 

Program dan Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) dan 

Kegiatan 

(output) 

Satuan 

Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Unit Kerja 

perangkat 

daerah 

Penanggung-

jawab 

2016 2017 

2018 2019 2020 2021 2022 Target Akhir Renstra 

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 

perpustakaan  

  

 Penyelenggaraan 

koordinasi 

pengembangan 

budaya baca  

Terlaksananya 

rakor 

perpustakaan  

Peserta  0 0 0 0 168 35000 170 35000 170  170 35000 506 105000 Bidang 

Perpustakan 

  

 Penyediaan bantuan 

pengembangan 

perpustakaan dan 

minat baca di daerah  

Terlaksananya 

stimulasi dan 

asistensi 

pembentukan 

perpustakaan   

Perpustakaan 0 0 0 0 10 40000 10 42000 10 45000 10 45000 40 190000 Bidang 

Perpustakan 

                     

Menciptakan 

tata kelola 

Kearsipan 

yang 

responsive 

terhadap 

teknologi 

informasi  

 Time 

Warning 

pencarian 

arsip 

   5 5 5  5  5  5  5  5   

 Meningkatnya 

kualitas dan 

kuantitas 

arsip yang 

dikelola 

secara baku  

Prosentase 

perangkat 

daerah yang 

mengelola 

arsip secara 

baku 

   Persentase 

perangkat 

daerah 

yang 

mengelola 

arsip 

secara 

baku 

64 72  76  80  86  94  100  100 

   Program      168.000  258.000  290.000  296.000  300.000  1.312.000  
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Tujuan Sasaran 

Indikator 

Tujuan / 

Sasaran 

Program dan Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) dan 

Kegiatan 

(output) 

Satuan 

Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Unit Kerja 

perangkat 

daerah 

Penanggung-

jawab 

2016 2017 

2018 2019 2020 2021 2022 Target Akhir Renstra 

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 

Penyelamatan dan 

Pelestarian Dokumen 

Arsip Daerah 

    Cakupan 

Arsip  yang 

berhasil 

dikelola 

Berkas 20.000  24.000  17.000  17.000  17.000  14.000  109.000   

   Kegiatan Penyusutan 

dokumen arsip daerah 

Terlaksananya 

penyusutan 

dokumen arsip 

Berkas 3000 3000 3000 26000 3000 30000 3000 31000 3000 32000 3000 32000 15000 152000 Bidang 

Kearsipan 

   Kegiatan Pendataan 

dan penataan 

dokumen arsip daerah  

Terlaksananya 

pendataan dan 

penataan 

dokumen  

arsip 

Berkas 0 20000 18000 128000 10000 70000 10000 75000 10000 80000 10000 85000 58000 438000 Bidang 

Kearsipan 

   Kegiatan Penelusuran 

naskah sumber arsip 

Jumlah 

Naskah baru 

Lokasi 0 0 2 14000   2 18000     4 32000 Bidang 

Kearsipan 

   Akuisisi Arsip Jumlah arsip 

di akuisisi 

berkas 0 0   3000 53000 3000 56000 3000 59000 3000 63000 12000 230000 Bidang 

Kearsipan 

   Pembangunan system 

keamanan 

penyimpanan data  

Volume Arsip 

yang 

terpelihara 

Meter kubik     1078 30000 1078 30000 1078 30000 1078 30000 4312 120000  

   Pengembangan 

diorama 

 

Terlaksananya 

pengembangan 

diorama 

paket 0 0   1 75000 1 80000 1 90000 1 90000 4 335000 Bidang 

Kearsipan 
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Tujuan Sasaran 

Indikator 

Tujuan / 

Sasaran 

Program dan Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) dan 

Kegiatan 

(output) 

Satuan 

Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Unit Kerja 

perangkat 

daerah 

Penanggung-

jawab 

2016 2017 

2018 2019 2020 2021 2022 Target Akhir Renstra 

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 

   Program 

Pemeliharaan 

Rutin/berkala sarana 

dan Prasarana 

Kearsipan 

     30.000          30.000 Bidang 

Kearsipan 

    Cakupan 

sarpras arsip 

terpelihara 

M3 1078 1078 1078             

   Fumigasi  Terlaksananya 

fumigasi arsip 

M3 1078 1078 1078 30000            

                     

   Program Peningkatan 

Kualitas Pelayanan 

Informasi 

     257.000  572.000  658.000  614.000  641.000  2.896.000  

    Persentase 

perangkat 

daerah yang 

mengelola 

arsip secara 

baku 

% 64 72 76  80  86  94  100  100  Bidang 

Kearsipan 

    Persentase 

peningkatan  

SDM pengelola 

kearsipan 

% 64 72 76  80  86  94  100  100   

    Tingkat 

kunjungan 

layanan dan 

wisata arsip 

Orang -  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  5.000   
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Tujuan Sasaran 

Indikator 

Tujuan / 

Sasaran 

Program dan Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) dan 

Kegiatan 

(output) 

Satuan 

Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Unit Kerja 

perangkat 

daerah 

Penanggung-

jawab 

2016 2017 

2018 2019 2020 2021 2022 Target Akhir Renstra 

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 

   Kegiatan 

sosialisasi/penyuluhan 

kearsipan di 

lingkungan instansi 

pemerintah / swasta 

Terlaksananya 

sosialisasi 

kearsipan 

Jumlah 

peserta 

0 100 100 32000 95 20000 100 30000 100 33000 105 38000 600 190000 Bidang 

Kearsipan 

   Kegiatan lomba 

kearsipan 

Terlaksananya  

lomba tertib 

arsip  desa  

Jumlah 

peserta 

21 21 21 50000 21 32000 21 35000 21 37000 21 40000 147 270000 Bidang 

Kearsipan 

   Kegiatan pembinaan 

arsip  

Terlaksananya 

pembinaan 

arsip desa  

desa 25 25 43 44000 25 20000 25 22000 25 25000 25 27000 143 178000 Bidang 

Kearsipan 

   Kegiatan Pelayanan 

Wisata Arsip  

Terlaksananya 

layanan wisata 

arsip 

Pengunjung 0 0 1000 10000 1000 11000 1000 22000 1000 23000 1000 24000 5000 51000 Bidang 

Kearsipan 

   Kegiatan Pengadaan 

sarpras audio visual 

arsip 

 

Terlaksananya 

pengadaan 

sarpras audio 

visual arsip  

Paket 0 0 1 71000 1 75000 1 80000     3 226000 Bidang 

Kearsipan 

   Kegiatan 

pembangunan 

pengelolaan simpul 

jaringan sistem 

informasi kearsipan 

daerah ( JIKD ) 

Terlaksananya 

pembangunan  

JIKD 

Jumlah 

peserta 

0 0 20 50000 124 53000 124 55000 124 58000 124 60000 516 345000 Bidang 

Kearsipan 
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Tujuan Sasaran 

Indikator 

Tujuan / 

Sasaran 

Program dan Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) dan 

Kegiatan 

(output) 

Satuan 

Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Unit Kerja 

perangkat 

daerah 

Penanggung-

jawab 

2016 2017 

2018 2019 2020 2021 2022 Target Akhir Renstra 

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 

   Rakor Kearsipan bagi 

ASN dan Kades  

Terlaksananya 

rakor 

kearsipan  

Orang 0 0 100 100000 350 75000 350 77000 350 80000 350 85000 1500 5500000 Bidang 

Kearsipan 

   Lavimas (layanan arsip 

vital masyarakat) 

Terlaksnanya 

kegiatan 

layanan  arsip 

vital 

masyarakat 

berkas 0 0     3000 100000 3000 110000 3000 115000 9000 172000 Bidang 

Kearsipan 

   Lomba  Pembuatan 

film documenter 

Terlaksananya 

lomba 

pembuatan 

film 

dokumenter  

orang 0 0   50 55000 50 60000 50 65000 50 70000 250 300000 Bidang 

Kearsipan 

   Bintek kearsipan Terlaksananya 

bintek 

kearsipan  

orang 0 0 100 75000 100 25000 100 28000 100 30000 100 33000 500 191000 Bidang 

Kearsipan 

   Lomba pemilihan 

petugas pengelola 

arsip 

Terlaksananya 

pemilihan 

petugas 

pengelola arsip  

Peserta  0 0 65 50000 63 18000 63 22000 63 25000 63 28000 317  Bidang 

Kearsipan 

   Peningkatan SDM 

kearsipan 

Terlaksananya 

peningkatan 

SDM 

kearsipan  

orang 0 0 100 75000 100 30000 100 35000 100 40000 100 45000 500 125000 Bidang 

Kearsipan 

   Pameran Kearsipan Terlaksananya 

pameran 

Kegiatan 0 0 0 0 0 0 1 50000 1 55000 1 60000 3 165000  
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Tujuan Sasaran 

Indikator 

Tujuan / 

Sasaran 

Program dan Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) dan 

Kegiatan 

(output) 

Satuan 

Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Unit Kerja 

perangkat 

daerah 

Penanggung-

jawab 

2016 2017 

2018 2019 2020 2021 2022 Target Akhir Renstra 

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 

kearsipan  

 Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja 

pelayanan 

perangkat 

daerah 

Nilai / Skor 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

  Skor 66 71 72 

 

73  74  75  76  76 

 

Sekretariat 

  

 Program pelayanan 

administrasi 

perkantoran 

                 

  

 

 

Tersedianya 

administrasi 

perkantoran 

setiap bulan 

 12 12 12 953000 12 1044000 12 1172000 12 1260000 12 1348000 72 5777000  

  

 Kegiatan Penyediaan 

jasa 

komunikasi,sumber 

Daya Air dan Listrik 

Tersedianya 

jasa 

komunikasi, 

sumber daya 

air dan listrik 

bulan 12 12 12 147000 12 160000 12 170000 12 180000 12 190000 84 847000 Sekretariat 

  

 Penyediaan Jasa 

Administrasi Keuangan 

Terbayarnya 

Jasa 

administrasi 

keuangan 

 12 12 12 269000 12 280000 12 300000 12 310000 12 320000 84 1479000 Sekretariat 

  
 Penyediaan alat tulis 

kantor 

Tersedianya 

ATk 

 12 12 12 60000 12 65000 12 70000 12 75000 12 80000 84 350000 Sekretariat 

  
 

Penyediaan barang 

cetakan dan 

Tersedianya 

jasa cetak an 

penggandaan 

 12 12 12 20000 12 22000 12 24000 12 26000 12 28000 84 120000 Sekretariat 
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Tujuan Sasaran 

Indikator 

Tujuan / 

Sasaran 

Program dan Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) dan 

Kegiatan 

(output) 

Satuan 

Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Unit Kerja 

perangkat 

daerah 

Penanggung-

jawab 

2016 2017 

2018 2019 2020 2021 2022 Target Akhir Renstra 

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 

Penggandaan 

  

 Penyediaan peralatan 

dan perlengkapan 

kantor 

Tersedianya 

peralatan dan 

perlenhkapan 

kantor 

 12 12 12 37000 12 40000 12 44000 12 48000 12 52000 84 221000 Sekretariat 

  

 

Penyediaan bahan 

bacaan da peraturan 

per 

Tersedianya 

bahan bacaan 

dan peraturan 

perundang 

undangan 

 12 12 12 20000 12 22000 12 24000 12 26000 12 28000 84 120000 Sekretariat 

  
 Penyediaan makan dan 

minum 

Tersedianya 

makanan dan 

minuman 

 12 12 12 50000 12 55000 12 60000 12 65000 12 70000 84 300000 Sekretariat 

  

 Rapat-rapat koordinasi 

dan konsultasi ke luar 

daerah 

Terlaksananya 

rapat dan 

koordinasi 

dalam dan 

luar daerah 

 

 

 

 

 

 

12 12 12 350000 12 400000 12 450000 12 500000 12 550000 84 2250000 Sekretariat 

  

 Penyediaan bahan dan 

peralatan pameran  

Terlaksananya 

penyediaan 

bahan dan 

peralatan 

pameran 

pembangunan  

dan HUT RI 

 

 0 0 0 0 0 0 1 30000 1 30000 1 30000 3 90000 Sekretariat 

  
 Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

                Sekretariat 
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Tujuan Sasaran 

Indikator 

Tujuan / 

Sasaran 

Program dan Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) dan 

Kegiatan 

(output) 

Satuan 

Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Unit Kerja 

perangkat 

daerah 

Penanggung-

jawab 

2016 2017 

2018 2019 2020 2021 2022 Target Akhir Renstra 

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 

Aparatur 

  

 

 

Terpenuhinya 

sarana dan 

prsarana 

sesuai 

kebutuhan 

Prosen 100 100 100 1456000 100 1570000 100 2290000 100 1810000 100 1930000 100 8756300  

  

 Pengadaan 

perlengkapan gedung 

kantor 

Tersedianya 

peralatan 

gedung kantor 

unit 0 6 14 103000 14 105000 14 110000 14 115000 14 120000 76 553000 Sekretariat 

  
 Pengadaan peralatan 

gedung kantor 

Tersedianaya 

peralatan 

gedung kantor 

unit 0 0 7 225000 7 230000 7 235000 7 240000 7 245000 35 1175000 Sekretariat 

  

 Pengadaan mobil 

layanan arsip vital 

masyrakat  

Tersedianya 

mobil layanan 

arsip 

unit 0 0     1 300000     1 300000 Sekretariat 

  
 Pemeliharaan rutin / 

berkala gedung kantor 

Terpeliharanya 

gedung kantor 

Bulan 12 12 12 50000 12 60000 12 70000 12 80000 12 90000 84 50300 Sekretariat 

  

 Pemeliharaan rutin / 

berkala kendaraan 

dinas / operasional 

Terpeliharanya 

kendaraan 

dinas  

Bulan 12 12 12 100000 12 110000 12 120000 12 130000 12 140000 84 600000 Sekretariat 

  

 Pemeliharaan rutin / 

berkala peralatan 

gedung kantor 

Terpeliharanya 

peralatan 

gedung kantor 

Bulan 12 12 12 50000 12 60000 12 70000 12 80000 12 90000 84 350000 Sekretariat 

  
  Rehabilitasi sedang 

/berat gedung kantor 

Meningkatnya 

fungsi dan 

Unit 1 1 1 200000 1 220000 1 240000 1 260000 1 280000 7 1200000 Sekretariat 
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Tujuan Sasaran 

Indikator 

Tujuan / 

Sasaran 

Program dan Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) dan 

Kegiatan 

(output) 

Satuan 

Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Unit Kerja 

perangkat 

daerah 

Penanggung-

jawab 

2016 2017 

2018 2019 2020 2021 2022 Target Akhir Renstra 

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 

manfaat 

gedung kantor 

  
 Program Peningkatan 

Disiplin Aparatur 

                Sekretariat 

  
  Persentase 

tingkat disiplin 

pegawai OPD 

 100 100 100 21500 100 35000 100 27000 100 29000 100 47000 100 160500  

  

 Pengadaan pakaian 

khusus hari-hari 

tertentu 

Terpehuhinya 

kebutuhan 

pakaian dinas 

Stel 0 0 38 21500 40 25000 42 27000 44 29000 46 32000  134500  

  

 Pengadaan mesin / 

kartu absensi  

Terpenuhinya 

kebutuhan 

mesin dan 

kartu absensi  

Unit  0 0 0 0 2 10000     2 15000 4 25000 Sekretaria 

  

Nilai AKIP Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur 

                Sekretariat 

  

  Prosentase 

jumlah 

pegawai yang 

terdididik 

Prosen 100 100 100 25000 100 27000 100 30000 100 33000 100 35000 100 150000 Sekretariat 

  

 Pendidikan dan 

Pelatihan formal 

Terlaksananya 

pendidikan 

dan pelatihan 

bagi pegawai  

Orang  0 0 5 25000 5 27000 5 30000 5 33000 5 35000 25 150000 Sekretariat 

  
 Program Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

                Sekretariat 
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Tujuan Sasaran 

Indikator 

Tujuan / 

Sasaran 

Program dan Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) dan 

Kegiatan 

(output) 

Satuan 

Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Unit Kerja 

perangkat 

daerah 

Penanggung-

jawab 

2016 2017 

2018 2019 2020 2021 2022 Target Akhir Renstra 

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 

  

  Tersusunnya  

dokumen 

perencanaan 

pembangunan 

daerah  

Prosen 100 100 100 7500 100 15000 100 15000 100 15000 100 15000 100 67500 Sekretariat 

  

 Penyusunan Renja dan 

Renstra 

Tersusunnya 

dokumen 

perencanaan  

Dokumen 0 0 2 7500 2 15000 2 15000 2 15000 2 15000 10 67500 Sekretariat 
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 

 

 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan 

dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang 

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat 

daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja 

perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini 

ditampilkan dalam Tabel 6.1. 

 

Tabel 7.1 

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan 

Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022 

 

NO Indikator  Satuan 

Kondisi 

Awal 
Target Capaian Setiap Tahun 

Target 

Akhir 

RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Rasio 

pengunjung 

perpustakaan 

per tahun per 

satuan 

penduduk 

Prosen 2,4 2,5 2,68 2,70 2,73 2,78 2,83 3,83 

2 Koleksi buku 

yang tersedia 

diperpustakaan  

Prosen 0,55 0,54 0,52 0,50 0,48 0,45 0,40 0,40 

3 Rasio 

perpustakaan 

per satuan 

penduduk 

Prosen 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,61 
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6 Rasio 

pustakawan, 

tenaga teknis, 

dan penilai yang 

memiliki 

sertifikat 

Prosen 0,39 0,39 12,09 21,85 31,60 41,36 51,12 51,12 

7 Prosentase 

perangkat 

daerah yang 

mengelola arsip 

secara baku 

Prosen 64 72 76 80 86 94 100 100 

8 Prosentase 

peningkatan  

SDM pengelola 

kearsipan 

Prosen 64 72 76 80 86 94 100 100 

9 Tingkat 

kunjungan 

layanan dan 

wisata arsip 

Orang 0 0 1000 1000 1000 1000 1000 5000 

10 Jumlah  Arsip  

in aktif yang 

berhasil dikelola  

Berkas 0 20000 24000 17000 17000 17000 17000 109000 
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BAB VII  

PENUTUP 

 

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan  Kabupaten Cilacap Tahun 2017–2022 adalah selama lima 

tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi 

kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra 

Tahun 2017–2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan 

Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2023, dengan tetap 

berpedoman pada RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2005 - 2025. 

 

4.2. Kaidah Pelaksanaan 

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 yang 

perlu diatur sebagai berikut: 

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Kabupaten Cilacap agar mendukung pencapaian 

target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang 

tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya. 

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada 

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap dapat 

menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai. 

3. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan akan dijabarkan dalam 

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten 

Cilacap yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam 

kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022. Untuk menjaga 

konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka 

Penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan wajib 

berpedoman pada Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.  

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan 

pencapaian target-target Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 
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maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 

kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra 

secara berkala.  

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat 

nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra 

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap sesuai 

dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  

 

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Kabupaten Cilacap diharapkan dapat digunakan sebagi 

pedoman dan arah kebijakan bagi penyusunan RPJM Kabupaten Cilacap 

dan juga bagi aparat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten 

Cilacap dalam melaksanakan tugas pelaksana pemerintahan dan 

pembangunan daerah dibidang Kearsipan dan Perpustakaan   

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Cilacap  

Pada tanggal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP  TAHUN 2018 NOMOR 
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